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sertifikasi halal melalui pendampingan penyusunan Sistem Jaminan
Produk Halal (SJPH), peningkatan literasi halal, serta fasilitasi pengajuan
sertifikasi melalui sistem SIHALAL

Metode: kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan Participatory Action

Kat'fa .kun,m Research (PAR) yang meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan
sertifikasi halal; . K o X i
irtp; penyusunan SJPH, serta fasilitasi pengajuan sertifikasi halal melalui
siph; sistem SIHALAL, dengan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test.
umkm; Hasil: menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan pelaku
sihalal. IRTP (41,4% menjadi 86,6%), kelengkapan dokumen SJPH hingga 100%,
serta kepatuhan regulasi (32,6% menjadi 87,8%). Seluruh mitra juga
berhasil melakukan registrasi dan pengajuan sertifikasi halal melalui
SIHALAL, serta memiliki persepsi positif terhadap peningkatan daya
saing produk.
Kesimpulan: kegiatan pendampingan sertifikasi halal efektif
meningkatkan kapasitas, kepatuhan, dan kesiapan IRTP di kabupaten
Morowali serta memperkuat daya saing produk.
Kontribusi: meningkatkan kapasitas IRTP dalam penerapan SJPH dan
sertifikasi halal sehingga usaha lebih patuh regulasi, terdokumentasi, dan
berdaya saing. di kabupaten Morowali.
m Artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY-SA.
Pendahuluan

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu sektor penting dalam
perekonomian daerah karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
pendapatan masyarakat, serta menyediakan berbagai produk pangan lokal yang
mendukung ketahanan ekonomi berbasis komunitas. Dominasi usaha mikro dan kecil dalam
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struktur ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan dan penguatan kapasitas
IRTP menjadi faktor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Di sisi lain,
meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas, keamanan, dan kehalalan produk
pangan telah mendorong pelaku usaha untuk memenuhi berbagai standar yang
dipersyaratkan oleh regulator maupun pasar. Sertifikasi halal kini tidak hanya dipandang
sebagai pemenuhan aspek religius bagi konsumen Muslim, tetapi juga sebagai indikator
mutu, keamanan, dan kredibilitas produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen
serta memperkuat daya saing usaha (Hasanah et al., 2023; Marlina et al., 2023; Shofiyah &
Qadariyah, 2022). Kondisi ini menjadikan sertifikasi halal sebagai kebutuhan strategis bagi
pelaku IRTP dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Meskipun demikian, tingkat kepemilikan sertifikat halal pada usaha pangan skala
mikro dan rumah tangga masih relatif rendah. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri
sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal (Presiden
RI, 2014). Pemerintah telah menyediakan berbagai skema dukungan, termasuk program
Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), untuk mempercepat pemenuhan kewajiban tersebut bagi
UMKM dan IRTP. Namun, banyak pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam
memenuhi persyaratan sertifikasi karena keterbatasan pemahaman mengenai regulasi halal,
prosedur pengajuan sertifikasi, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH),
serta penggunaan platform digital yang menjadi bagian dari proses sertifikasi (Ma'rifat &
Sari, 2017; Mesta et al., 2022; Putri, 2024) Akibatnya, sebagian besar produk IRTP belum
memiliki legalitas halal yang memadai sehingga berpotensi membatasi akses pasar dan
menurunkan daya saing produk dibandingkan produk yang telah tersertifikasi (Astiwara,
2024; Damayanti et al., 2023; Hidayati & Primadhany, 2021; Widiati & Azkia, 2023).

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan
bahwa program pendampingan sertifikasi halal merupakan salah satu strategi efektif untuk
meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.
Pendampingan yang mencakup sosialisasi, pelatihan, asistensi penyusunan dokumen,
hingga fasilitasi pengajuan sertifikasi terbukti mampu meningkatkan pengetahuan,
kesiapan, dan keberhasilan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal (Gunawan et al.,
2020; Nazila et al., 2023; Qomaro et al.,, 2019; Widayat et al., 2020). Selain itu, kegiatan
pendampingan juga dilaporkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan legalitas
usaha, penguatan branding produk, dan perluasan peluang pemasaran (Sulistyorini et al.,
2023; Verawati et al., 2021). Namun demikian, sebagian besar studi dan program
pendampingan masih berfokus pada keberhasilan administratif dalam proses pengajuan
sertifikasi halal. Kajian yang menghubungkan efektivitas pendampingan dengan
peningkatan kepatuhan regulasi sekaligus penguatan daya saing usaha, khususnya pada
IRTP di daerah berkembang seperti kabupaten Morowali, masih relatif terbatas. Kesenjangan
ini menunjukkan perlunya pendekatan pendampingan yang lebih komprehensif dan
berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan pelaku Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal
melalui pendampingan penyusunan dokumen, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal
(SJPH), serta fasilitasi proses pengajuan sertifikasi. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan pada
pemenuhan aspek administratif sertifikasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas pelaku
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usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip produksi halal secara berkelanjutan sebagai bagian
dari tata kelola usaha yang baik dan sesuai regulasi. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi
peningkatan kepatuhan regulasi halal pada pelaku IRTP, meningkatnya jumlah produk yang
siap atau berhasil memperoleh sertifikasi halal, serta bertambahnya pemahaman pelaku
usaha mengenai pentingnya SJPH dalam menjaga konsistensi mutu produk. Selain itu,
sertifikasi halal yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen,
memperluas akses pasar, memperkuat citra produk lokal, dan pada akhirnya meningkatkan
daya saing IRTP di kabupaten Morowali. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan
memberikan kontribusi praktis dalam mendukung implementasi kebijakan Jaminan Produk
Halal sekaligus memperkuat pengembangan ekonomi lokal berbasis usaha pangan yang
legal, berkualitas, dan berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada kelompok mitra
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Sasaran kegiatan adalah pelaku usaha pangan skala rumah tangga yang belum memiliki
sertifikat halal atau sedang mempersiapkan proses sertifikasi halal. Program dirancang
untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal
melalui pendampingan yang terintegrasi dengan penguatan kepatuhan regulasi dan
peningkatan daya saing produk. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan
Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan model pendampingan
partisipatif. Pendekatan ini menempatkan pelaku usaha sebagai subjek utama dalam setiap
tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil program. Melalui
pendekatan tersebut, pelaku usaha tidak hanya menerima informasi dan pendampingan,
tetapi juga terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan dokumen, serta
penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendekatan PAR dipilih karena dinilai
efektif dalam meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kemandirian mitra dalam
memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini
dilakukan dalam beberapa tahapan seperti terlihat pada Gambar 1.

3.

Pendampingan 4.
penyusunan Fasilitasi pengajuan
dokumen sertifikasi sertifikasi halal
halal

2.

Sosialisasi dan

1.
Identifikasi dan

5.

Monitoring dan

pelatihan sertifikasi s
evaluasi program

halal

analisis kebutuhan
mitra

Gambar 1 tahapan kegiatan pengabdian

Tahap pertama adalah identifikasi dan analisis kebutuhan mitra. Kegiatan dilakukan
melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (focus
group discussion). Pada tahap ini dilakukan pemetaan kondisi usaha meliputi legalitas usaha,
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jenis dan karakteristik produk, sumber bahan baku, proses produksi, sistem pencatatan
usaha, serta tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi Jaminan Produk Halal.
Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual
usaha dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga dapat dirumuskan strategi pendampingan yang
sesuai dengan kebutuhan masing-masing mitra.

Tahap kedua berupa sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan literasi halal dan pemahaman mitra mengenai kebijakan Jaminan
Produk Halal, manfaat sertifikasi halal, prosedur sertifikasi, serta penerapan Sistem Jaminan
Produk Halal (SJPH). Materi yang diberikan mencakup regulasi halal terkini, identifikasi
bahan dan produk halal, analisis titik kritis kehalalan dalam proses produksi, penyusunan
dokumen halal, serta penggunaan aplikasi SIHALAL sebagai platform resmi pengajuan
sertifikasi halal. Metode pelatihan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus,
dan praktik langsung sehingga peserta dapat memahami aspek konseptual maupun teknis
dari proses sertifikasi halal. Pendekatan pelatihan yang mengintegrasikan aspek keamanan
pangan dan jaminan halal terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha
untuk memenuhi persyaratan legalitas produk pangan (Mamilianti, 2024).

Tahap ketiga adalah pendampingan penyusunan dokumen sertifikasi halal. Pada
tahap ini, tim pengabdian memberikan asistensi secara intensif kepada setiap mitra dalam
menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH. Kegiatan meliputi verifikasi dan
penelusuran bahan baku, identifikasi pemasok, penyusunan daftar produk, pembuatan
diagram alir proses produksi, penyusunan kebijakan halal, serta penyusunan dokumen
Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian
proses produksi dengan prinsip halal dan aspek ketertelusuran (traceability) produk.
Pendampingan dilakukan secara individual agar setiap pelaku usaha memperoleh solusi
yang sesuai dengan karakteristik usahanya.

Tahap keempat berupa fasilitasi pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL
BPJPH. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, tim
pengabdian mendampingi mitra dalam proses registrasi akun, pengisian profil usaha,
unggah dokumen pendukung, verifikasi administrasi, serta pengajuan sertifikasi melalui
skema self declare bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan. Pendampingan
pada tahap ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administratif, mempercepat proses
pengajuan, serta meningkatkan peluang keberhasilan mitra dalam memperoleh sertifikat
halal.

Tahap kelima adalah monitoring dan evaluasi program. Monitoring dilakukan secara
berkala untuk memastikan seluruh tahapan pendampingan berjalan sesuai rencana dan
setiap mitra mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan
menggunakan metode pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan
peserta mengenai sertifikasi halal dan SJPH. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap
kelengkapan dokumen halal, tingkat kesesuaian bahan baku dan proses produksi dengan
ketentuan halal, kesiapan penerapan SJPH, serta status pengajuan sertifikasi halal masing-
masing mitra. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan
efektivitas program pendampingan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

Keberhasilan program diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu: (1) peningkatan
skor pengetahuan peserta minimal 30% berdasarkan hasil pre-test dan post-test; (2)
tersusunnya dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada setiap mitra; (3)
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terverifikasinya bahan baku dan proses produksi sesuai ketentuan halal; (4) terdaftarnya
seluruh mitra pada sistem SIHALAL BPJPH; serta (5) meningkatnya kesiapan mitra untuk
memperoleh sertifikat halal dan menerapkan sistem jaminan produk halal secara
berkelanjutan. Melalui pendekatan ini diharapkan pelaku IRTP tidak hanya mampu
memenuhi kewajiban regulasi halal, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi melalui
peningkatan kepercayaan konsumen, penguatan citra produk, dan perluasan akses pasar
sehingga daya saing produk pangan lokal kabupaten Morowali dapat meningkat secara
berkelanjutan.

Hasil dan pembahasan

Karakteristik mitra dan kondisi awal usaha

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dilaksanakan pada 15 pelaku Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Seluruh mitra
merupakan usaha pangan skala mikro yang bergerak pada berbagai jenis produk olahan
pangan lokal, meliputi makanan ringan, produk berbasis tepung, dan minuman olahan.
Secara umum, usaha yang dijalankan telah beroperasi secara aktif dan melakukan kegiatan
produksi secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun pemasaran dalam
skala terbatas. Karakteristik mitra dapat dilihat pada Tabel 1, dimana sebanyak 25 peserta
terlibat dalam kegiatan pendampingan, yang terdiri atas 15 pemilik usaha dan 10 karyawan
yang terlibat langsung dalam proses produksi. Keterlibatan pemilik usaha dan tenaga
produksi dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman mengenai persyaratan sertifikasi
halal tidak hanya dimiliki oleh pengelola usaha, tetapi juga oleh pihak yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan proses produksi sehari-hari.

Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, sebagian besar mitra bergerak pada sektor
produksi makanan ringan sebanyak 8 UMKM (53,3%), diikuti oleh usaha pengolahan
berbasis tepung sebanyak 4 UMKM (26,7%), dan usaha minuman olahan sebanyak 3 UMKM
(20,0%). Dari sisi lama usaha, sebanyak 9 UMKM (60,0%) telah beroperasi kurang dari lima
tahun, sedangkan 6 UMKM (40,0%) telah menjalankan usaha selama lima tahun atau lebih.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mitra berada pada fase pengembangan
usaha sehingga memerlukan penguatan kapasitas dalam aspek legalitas dan standardisasi
produk.

Tabel 1 karakteristik mitra pengabdian

Karakteristik Jumlah
Jumlah UMKM mitra (IRTP) 15 UMKM
Jumlah peserta pendampingan 25 orang
Pemilik usaha 15 orang
Karyawan produksi 10 orang
Produk makanan ringan 8§ UMKM
Produk olahan tepung 4 UMKM
Produk minuman olahan 3 UMKM
Lama usaha < 5 tahun 9 UMKM
Lama usaha > 5 tahun 6 UMKM

Sumber: data primer, diolah 2026
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Hasil identifikasi kondisi awal menunjukkan bahwa seluruh mitra belum memiliki
sertifikat halal pada saat kegiatan dimulai. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha belum
memiliki dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), belum melakukan identifikasi
bahan baku berdasarkan status kehalalannya secara terdokumentasi, serta belum memiliki
dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal. Hasil pendataan
juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum pernah menggunakan aplikasi
SIHALAL BPJPH untuk proses registrasi dan pengajuan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil
observasi dan wawancara awal, diperoleh beberapa kebutuhan utama yang menjadi fokus
pendampingan, yaitu peningkatan pemahaman mengenai regulasi sertifikasi halal,
penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), verifikasi dan
pendokumentasian bahan baku, penyusunan dokumen pendukung sertifikasi, serta
peningkatan kemampuan penggunaan aplikasi SIHALAL. Temuan ini menjadi dasar dalam
penyusunan materi pelatihan dan strategi pendampingan yang diberikan kepada mitra
selama pelaksanaan program.

Hasil pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal

Tahap sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal merupakan kegiatan awal yang
dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan mitra dalam mengikuti proses
sertifikasi halal. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta yang terdiri atas pemilik usaha dan
karyawan produksi dari 15 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mitra di kabupaten
Morowali. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi
kelompok, studi kasus, dan praktik langsung sehingga peserta dapat memahami materi
yang disampaikan secara lebih komprehensif. Materi sosialisasi mencakup kebijakan
Jaminan Produk Halal, kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan, manfaat sertifikasi
halal bagi pengembangan usaha, mekanisme sertifikasi halal melalui skema self declare,
serta tahapan pengajuan sertifikasi melalui sistem SIHALAL. Selain itu, peserta juga
memperoleh penjelasan mengenai konsep Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi
bahan baku dan bahan tambahan, titik kritis kehalalan dalam proses produksi, serta
dokumen yang harus dipersiapkan dalam proses sertifikasi.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi.
Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi, penyampaian pertanyaan,
serta penyampaian berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha dan
pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait
status kehalalan bahan baku yang digunakan, prosedur pengajuan sertifikasi melalui
SIHALAL, persyaratan dokumen usaha, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal pada
usaha pangan skala rumah tangga. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi dengan sesi praktik
identifikasi bahan baku dan dokumen usaha yang dimiliki oleh masing-masing mitra. Pada
sesi ini, peserta melakukan inventarisasi bahan yang digunakan dalam proses produksi serta
mencocokkan dokumen pendukung yang tersedia. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa
peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan dokumen yang harus dilengkapi dan
memahami tahapan yang perlu dilakukan sebelum proses pengajuan sertifikasi halal.

Selain penyampaian materi, peserta memperoleh pendampingan awal dalam
memahami alur pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Peserta diperkenalkan
pada tahapan registrasi akun, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen, serta proses
verifikasi administrasi. Kegiatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses
sertifikasi halal sehingga peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tahapan
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yang akan dilalui pada proses pendampingan berikutnya. Secara umum, pelaksanaan
sosialisasi dan pelatihan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh
peserta mengikuti kegiatan hingga selesai dan menunjukkan keterlibatan aktif selama proses
berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta telah memperoleh pemahaman
dasar mengenai regulasi sertifikasi halal, persyaratan dokumen, penerapan Sistem Jaminan
Produk Halal (SJPH), serta prosedur pengajuan sertifikasi halal yang akan menjadi dasar
dalam pelaksanaan tahapan pendampingan selanjutnya.

Hasil pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Tahap pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
dilaksanakan secara intensif kepada seluruh mitra dengan tujuan mempersiapkan dokumen
yang menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi halal. Kegiatan dilakukan melalui
pendampingan individual dan kelompok agar setiap pelaku usaha memperoleh bimbingan
yang sesuai dengan Kkarakteristik produk dan proses produksinya. Pendampingan
difokuskan pada identifikasi bahan baku, penelusuran sumber bahan, penyusunan kebijakan
halal, pemetaan proses produksi, serta penyusunan dokumen administrasi yang diperlukan
dalam sistem sertifikasi halal. Pada tahap awal, seluruh mitra melakukan inventarisasi
bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
Setiap bahan kemudian didokumentasikan berdasarkan nama bahan, pemasok, dan
informasi pendukung yang menunjukkan status kehalalannya. Hasil kegiatan menunjukkan
bahwa seluruh mitra berhasil menyusun daftar bahan yang digunakan dalam proses
produksi secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Dokumen tersebut menjadi dasar
dalam proses verifikasi bahan yang akan digunakan pada tahap pengajuan sertifikasi halal.

Selain identifikasi bahan, peserta juga didampingi dalam menyusun kebijakan halal
sebagai bentuk komitmen usaha terhadap penerapan prinsip-prinsip halal dalam kegiatan
produksi. Seluruh mitra berhasil menyusun dokumen kebijakan halal yang disesuaikan
dengan kondisi dan skala usaha masing-masing. Dokumen ini kemudian disosialisasikan
kepada pihak yang terlibat dalam proses produksi sebagai bagian dari implementasi Sistem
Jaminan Produk Halal di tingkat usaha. Kegiatan pendampingan juga mencakup
penyusunan diagram alir proses produksi untuk setiap produk yang dihasilkan oleh mitra.
Penyusunan diagram alir dilakukan dengan memetakan seluruh tahapan produksi mulai
dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk
akhir. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa seluruh mitra berhasil menyusun diagram
alir proses produksi yang menggambarkan alur kegiatan secara jelas dan terdokumentasi.
Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses sertifikasi halal karena
memberikan informasi mengenai tahapan produksi dan potensi titik kritis yang perlu
dikendalikan.

Selanjutnya, tim pendamping membantu mitra dalam menyiapkan berbagai
dokumen administrasi pendukung yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal. Dokumen
yang disusun meliputi daftar produk, data usaha, informasi fasilitas produksi, daftar
pemasok bahan, serta dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan dalam sistem
SIHALAL. Melalui proses pendampingan ini, setiap mitra berhasil mengumpulkan dan
menata dokumen usaha yang sebelumnya belum terdokumentasi secara lengkap. Pada akhir
tahap pendampingan, seluruh mitra telah memiliki dokumen dasar Sistem Jaminan Produk
Halal (SJPH) yang meliputi daftar bahan baku dan bahan pendukung, kebijakan halal,
diagram alir proses produksi, serta dokumen administrasi pendukung lainnya. Dokumen-
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dokumen tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses fasilitasi pengajuan
sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL BPJPH. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh
peserta telah menyelesaikan tahapan penyusunan dokumen SJPH sesuai dengan target yang
ditetapkan dalam program pendampingan.

Hasil fasilitasi pengajuan sertifikasi halal

Tahap fasilitasi pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan setelah seluruh mitra
menyelesaikan proses penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan
dokumen pendukung lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap
pelaku usaha mampu melakukan proses registrasi dan pengajuan sertifikasi halal melalui
sistem SIHALAL secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan
diawali dengan proses pembuatan akun pada sistem SIHALAL bagi mitra yang belum
terdaftar. Selanjutnya, peserta didampingi dalam pengisian profil usaha, penginputan data
produk, pengunggahan dokumen persyaratan, serta verifikasi kelengkapan data sebelum
proses pengajuan dilakukan. Setiap tahapan dilaksanakan secara bertahap dengan
pendampingan langsung sehingga peserta dapat memahami prosedur pengajuan secara
menyeluruh.

Selama proses fasilitasi, tim pengabdian melakukan pemeriksaan ulang terhadap
kesesuaian data usaha, dokumen legalitas, daftar produk, informasi bahan baku, serta
dokumen Sistem Jaminan Produk Halal yang telah disusun pada tahap sebelumnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diunggah telah
lengkap dan sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam sistem
sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh mitra berhasil menyelesaikan
proses registrasi akun dan pengisian data usaha pada sistem SIHALAL. Selain itu, seluruh
peserta mampu melakukan pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan serta memahami
alur pengajuan sertifikasi halal mulai dari tahap registrasi hingga proses verifikasi. Melalui
pendampingan yang diberikan, peserta memperoleh pengalaman langsung dalam
penggunaan sistem digital yang digunakan pada proses sertifikasi halal.

B -
Gambar 2 proses fasilitasi pengajuan sertifikasi halal di IRTP kabupaten Morowali
Sumber: data primer
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Kegiatan fasilitasi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan
konsultasi terkait berbagai kendala yang ditemukan selama proses pengajuan. Permasalahan
yang muncul umumnya berkaitan dengan penyesuaian data usaha, kelengkapan dokumen
pendukung, serta teknis penggunaan aplikasi. Kendala tersebut dapat diselesaikan melalui
pendampingan langsung sehingga proses pengajuan dapat berjalan dengan baik.
Dokumentasi kegiatan pada Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan pendampingan secara
langsung kepada pelaku usaha di lokasi masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan tim
pengabdian melakukan verifikasi dokumen sekaligus memastikan kesesuaian informasi
usaha dengan kondisi riil di lapangan. Pendampingan dilakukan secara individual sehingga
setiap mitra memperoleh bimbingan yang sesuai dengan karakteristik usaha dan jenis
produk yang dihasilkan. Pada akhir kegiatan, seluruh mitra telah memiliki akun aktif pada
sistem SIHALAL, melengkapi data usaha dan produk, serta menyiapkan dokumen yang
diperlukan untuk proses sertifikasi halal. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh peserta
telah menyelesaikan tahapan fasilitasi pengajuan sertifikasi halal dan memiliki kesiapan
administratif untuk melanjutkan proses sertifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

Hasil evaluasi pengetahuan peserta

Evaluasi tingkat pengetahuan peserta dilakukan untuk mengukur efektivitas
kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan sertifikasi halal yang telah dilaksanakan.
Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-
test setelah seluruh rangkaian pendampingan selesai dilaksanakan. Aspek yang diukur
meliputi pemahaman regulasi halal, persyaratan sertifikasi halal, penyusunan dokumen
Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan halal, serta penggunaan sistem
SIHALAL. Hasil pengukuran tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah
pendampingan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 hasil tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pendampingan

Aspek pengetahuan Pre-test (%) Post-test (%) Peningkatan (%)
Pemahaman regulasi halal 48 89 85,4
Persyaratan sertifikasi halal 42 87 107,1
Penyusunan dokumen SJPH 35 84 140
Identifikasi bahan halal 52 91 75
Penggunaan STHALAL 30 82 173,3
Rata-rata 41,4 86,6 109,2

Sumber: data primer, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 2, seluruh aspek pengetahuan peserta mengalami peningkatan
setelah mengikuti kegiatan pendampingan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 41,4%
pada saat pre-test menjadi 86,6% pada saat post-test, dengan rata-rata peningkatan sebesar
109,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu
meningkatkan pemahaman peserta terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan
sertifikasi halal. Peningkatan nilai terjadi pada seluruh indikator yang diukur. Aspek
pemahaman regulasi halal meningkat dari 48% menjadi 89%, sedangkan pemahaman
mengenai persyaratan sertifikasi halal meningkat dari 42% menjadi 87%. Pada aspek
penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), nilai peserta meningkat dari
35% menjadi 84%. Sementara itu, kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bahan halal
meningkat dari 52% menjadi 91%.
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Peningkatan terbesar terjadi pada aspek penggunaan sistem SIHALAL. Nilai peserta
pada aspek ini meningkat dari 30% sebelum pendampingan menjadi 82% setelah kegiatan
selesai dilaksanakan, dengan persentase peningkatan sebesar 173,3%. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa peserta memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam
penggunaan sistem digital yang digunakan pada proses pengajuan sertifikasi halal. Secara
keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta telah mengalami peningkatan
pengetahuan pada seluruh materi yang diberikan selama kegiatan pendampingan. Capaian
ini terlihat dari meningkatnya skor pada setiap indikator yang diukur, baik yang berkaitan
dengan pemahaman regulasi, persyaratan sertifikasi, penyusunan dokumen SJPH,
identifikasi bahan halal, maupun penggunaan aplikasi SIHALAL sebagai sarana pengajuan
sertifikasi halal.

Hasil evaluasi Kelengkapan dokumen

Evaluasi kelengkapan dokumen dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan
administrasi mitra dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal setelah mengikuti program
pendampingan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah mitra yang telah
memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan.
Dokumen yang dievaluasi meliputi profil usaha, daftar produk, daftar bahan baku, diagram
alir proses produksi, kebijakan halal, manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan bukti
legalitas usaha. Hasil evaluasi kelengkapan dokumen disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 hasil kelengkapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Jenis dokumen Sebelum Setelah
Profil usaha 8 15
Daftar produk 6 15
Daftar bahan baku 4 15
Diagram alir proses produksi 2 15
Kebijakan halal 0 15
Manual SJPH 0 15
Bukti legalitas usaha 10 15

Sumber: data primer, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 3, terjadi peningkatan jumlah dokumen yang dimiliki oleh mitra
pada seluruh komponen yang dievaluasi. Sebelum kegiatan pendampingan, tingkat
kelengkapan dokumen masih relatif rendah dan bervariasi pada setiap jenis dokumen.
Sebagian besar mitra telah memiliki bukti legalitas usaha dan profil usaha, namun masih
sangat terbatas dalam penyediaan dokumen yang secara khusus dipersyaratkan dalam
proses sertifikasi halal. Pada awal kegiatan, hanya 8 mitra yang memiliki profil usaha, 6
mitra yang memiliki daftar produk, dan 4 mitra yang telah mendokumentasikan daftar
bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu, hanya 2 mitra yang memiliki
diagram alir proses produksi, sedangkan dokumen kebijakan halal dan manual SJPH belum
tersedia pada seluruh mitra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku
usaha belum memiliki sistem dokumentasi yang memadai untuk mendukung proses
sertifikasi halal.

Setelah pelaksanaan pendampingan, seluruh mitra berhasil melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Jumlah mitra yang
memiliki profil usaha, daftar produk, daftar bahan baku, diagram alir proses produksi,
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kebijakan halal, manual SJPH, dan bukti legalitas usaha meningkat menjadi 15 mitra atau
mencapai 100% dari total peserta pendampingan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh
peserta telah berhasil menyusun dan melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan
sebagai bagian dari persiapan pengajuan sertifikasi halal. Peningkatan kelengkapan
dokumen terlihat paling menonjol pada dokumen kebijakan halal dan manual SJPH.
Sebelum pendampingan, kedua dokumen tersebut belum dimiliki oleh seluruh mitra,
sedangkan setelah kegiatan seluruh peserta telah berhasil menyusun dan
mendokumentasikannya. Peningkatan yang sama juga terlihat pada penyusunan diagram
alir proses produksi yang meningkat dari 2 mitra menjadi 15 mitra. Secara keseluruhan, hasil
evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan telah menghasilkan peningkatan
kelengkapan dokumen pada seluruh komponen yang dipersyaratkan dalam Sistem Jaminan
Produk Halal (S§JPH). Seluruh mitra telah memiliki dokumen dasar yang diperlukan untuk
mendukung proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL dan sebagai dasar
penerapan sistem jaminan produk halal di tingkat usaha.

Hasil evaluasi pendampingan terhadap kepatuhan regulasi

Evaluasi kepatuhan regulasi dilakukan untuk mengukur perubahan tingkat kesiapan
dan kepatuhan mitra terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal setelah mengikuti
rangkaian kegiatan pendampingan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan kondisi
sebelum dan sesudah program pada beberapa indikator utama yang berkaitan dengan
implementasi sertifikasi halal, yaitu pemahaman kewajiban sertifikasi halal, dokumentasi
bahan baku, pencatatan proses produksi, ketelusuran produk, dan penerapan Sistem
Jaminan Produk Halal (SJPH). Hasil evaluasi tingkat kepatuhan regulasi mitra disajikan
pada Tabel 4.

Tabel 4 hasil tingkat kepatuhan regulasi sebelum dan sesudah program

Indikator kepatuhan Sebelum (%) Sesudah (%)
Pemahaman kewajiban sertifikasi halal 40 92
Dokumentasi bahan baku 35 90
Pencatatan proses produksi 38 88
Ketelusuran produk 30 85
Kepatuhan terhadap SJPH 20 84
Rata-rata 32,6 87,8

Sumber: data primer, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 4, seluruh indikator kepatuhan regulasi mengalami peningkatan
setelah pelaksanaan program pendampingan. Nilai rata-rata tingkat kepatuhan meningkat
dari 32,6% sebelum kegiatan menjadi 87,8% setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hasil
tersebut menunjukkan adanya perubahan pada aspek administrasi, dokumentasi, dan
penerapan prosedur yang mendukung pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Pada
indikator pemahaman kewajiban sertifikasi halal, nilai kepatuhan meningkat dari 40%
menjadi 92%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami
kewajiban sertifikasi halal serta tahapan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan yang
berlaku. Selain itu, peserta juga telah mampu mengidentifikasi dokumen dan persyaratan
yang harus dipersiapkan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Peningkatan juga terlihat
pada aspek dokumentasi bahan baku yang meningkat dari 35% menjadi 90%. Sebelum
program dilaksanakan, sebagian besar mitra belum memiliki pencatatan bahan baku yang
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terdokumentasi secara lengkap. Setelah pendampingan, seluruh bahan yang digunakan
dalam proses produksi telah diinventarisasi dan didokumentasikan sesuai kebutuhan
sertifikasi halal. Kondisi yang sama terjadi pada aspek pencatatan proses produksi yang
meningkat dari 38% menjadi 88%, menunjukkan bahwa mitra telah mulai melakukan
pencatatan proses produksi secara lebih sistematis.

Pada indikator ketelusuran produk (traceability), tingkat kepatuhan meningkat dari
30% menjadi 85%. Hasil ini menunjukkan bahwa mitra telah memiliki informasi yang lebih
jelas mengenai asal bahan baku, proses pengolahan, hingga produk yang dihasilkan.
Sementara itu, peningkatan juga terjadi pada indikator kepatuhan terhadap Sistem Jaminan
Produk Halal (SJPH), yaitu dari 20% menjadi 84%. Capaian ini menunjukkan bahwa
sebagian besar mitra telah memiliki dokumen dasar SJPH dan mulai menerapkan unsur-
unsur sistem jaminan halal dalam pengelolaan usahanya. Secara keseluruhan, hasil evaluasi
menunjukkan bahwa program pendampingan telah menghasilkan peningkatan pada
seluruh aspek kepatuhan regulasi yang diukur. Seluruh indikator mengalami kenaikan nilai
dibandingkan kondisi awal, dengan peningkatan yang terlihat pada aspek pemahaman
regulasi, dokumentasi bahan baku, pencatatan proses produksi, ketelusuran produk, dan
penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Hasil ini menggambarkan meningkatnya kesiapan
mitra dalam memenubhi persyaratan sertifikasi halal dan menjalankan usaha sesuai dengan
ketentuan Jaminan Produk Halal.

Hasil evaluasi pendampingan terhadap daya saing produk

Evaluasi terhadap daya saing produk dilakukan untuk mengetahui persepsi mitra
mengenai dampak sertifikasi halal setelah mengikuti kegiatan pendampingan. Penilaian
dilakukan berdasarkan beberapa indikator persepsi yang berkaitan dengan aspek pemasaran
dan penguatan posisi produk di pasar, yaitu peningkatan kepercayaan konsumen,
peningkatan citra produk, perluasan peluang pemasaran, peningkatan daya saing usaha,
serta peningkatan nilai jual produk. Hasil evaluasi persepsi mitra terhadap dampak
sertifikasi halal terhadap daya saing produk disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 hasil persepsi mitra terhadap dampak sertifikasi halal terhadap daya saing produk

Pernyataan Setuju (%)
Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen 96
Sertifikasi halal meningkatkan citra produk 92
Sertifikasi halal memperluas peluang pemasaran 88
Sertifikasi halal meningkatkan daya saing usaha 92
Sertifikasi halal meningkatkan nilai jual produk 84

Sumber: data primer, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas mitra memberikan respon positif terhadap dampak
sertifikasi halal terhadap peningkatan daya saing produk. Sebagian besar responden
menyatakan setuju bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan
kepercayaan konsumen, dengan persentase sebesar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa label
halal dipandang sebagai faktor utama yang mempengaruhi keyakinan konsumen dalam
memilih produk pangan. Pada aspek peningkatan citra produk, sebanyak 92% mitra
menyatakan setuju bahwa sertifikasi halal memberikan kontribusi terhadap penguatan citra
produk di mata konsumen. Selain itu, 88% mitra menyatakan bahwa sertifikasi halal dapat
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membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk akses ke pasar yang lebih
kompetitif dan potensial.

Selanjutnya, sebanyak 92% mitra menyatakan bahwa sertifikasi halal berperan dalam
meningkatkan daya saing usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai
memandang sertifikasi halal tidak hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai
bagian dari strategi pengembangan usaha. Sementara itu, 84% mitra menyatakan bahwa
sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan nilai jual produk, yang menunjukkan
adanya potensi peningkatan ekonomi dari produk yang telah tersertifikasi halal. Secara
keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sertifikasi halal dipersepsikan memberikan
dampak positif terhadap berbagai aspek daya saing produk, terutama dalam meningkatkan
kepercayaan konsumen, citra produk, dan daya saing usaha di pasar. Hasil ini
menggambarkan bahwa pelaku usaha memiliki pandangan yang positif terhadap peran
sertifikasi halal dalam pengembangan usaha pangan di kabupaten Morowali.

Pembahasan

Pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal pada Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali menunjukkan bahwa proses peningkatan kapasitas
pelaku usaha merupakan hasil dari kombinasi antara transfer pengetahuan, pendampingan
teknis, serta praktik langsung yang berkelanjutan. Dalam konteks UMKM pangan,
peningkatan kapasitas tidak dapat hanya mengandalkan penyampaian informasi, melainkan
harus disertai dengan proses pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang
memungkinkan pelaku usaha memahami, mencoba, dan menerapkan secara langsung setiap
tahapan sertifikasi halal.

Kondisi awal mitra yang belum memiliki sertifikat halal, belum tersusunnya Sistem
Jaminan Produk Halal (S§JPH), serta rendahnya literasi penggunaan SIHALAL menunjukkan
adanya kesenjangan kapasitas yang bersifat multidimensi, yaitu pada aspek pengetahuan
regulasi, kemampuan administratif, serta literasi digital. Kesenjangan ini mengindikasikan
bahwa hambatan sertifikasi halal pada level IRTP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
struktural, terutama terkait keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan
yang berkelanjutan. Hal ini memperkuat temuan Hidayati & Primadhany (2021); Putri (2024)
yang menegaskan bahwa rendahnya kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dipengaruhi
oleh keterbatasan pemahaman regulasi, kurangnya asistensi teknis, serta kompleksitas
prosedur administratif yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Efektivitas pendekatan pendampingan bertahap

Pendekatan pendampingan yang dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari
sosialisasi, pelatihan, penyusunan SJPH, hingga fasilitasi pengajuan sertifikasi halal,
menunjukkan bahwa proses transformasi kapasitas pelaku usaha berlangsung secara
gradual dan saling menguatkan. Setiap tahap tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu
alur pembelajaran yang terintegrasi. Tahap sosialisasi berperan dalam membangun
awareness dan pemahaman konseptual, sementara tahap pelatihan memberikan penguatan
pada aspek keterampilan teknis. Selanjutnya, penyusunan SJPH berfungsi sebagai
implementasi konkret dari pengetahuan yang telah diperoleh, dan tahap fasilitasi SIHALAL
menjadi bentuk penerapan langsung dalam sistem digital sertifikasi halal. Pola ini
menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh materi yang
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diberikan, tetapi juga oleh desain intervensi yang bersifat bertahap, aplikatif, dan
kontekstual dengan kebutuhan mitra.

Peningkatan pengetahuan dan literasi halal

Peningkatan pengetahuan peserta dari 41,4% menjadi 86,6% menunjukkan bahwa
intervensi yang dilakukan memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan literasi
halal. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan transfer pengetahuan, tetapi
juga menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang pelaku usaha terhadap sertifikasi
halal. Jika sebelumnya sertifikasi halal dipahami sebagai kewajiban administratif, setelah
pendampingan, sertifikasi halal mulai dipahami sebagai bagian dari sistem pengendalian
mutu dan strategi pengembangan usaha. Transformasi pemahaman ini penting karena
literasi halal yang baik akan menentukan keberlanjutan implementasi SJPH di tingkat usaha.
Peningkatan tertinggi pada aspek penggunaan SIHALAL (173,3%) menunjukkan bahwa
hambatan utama pelaku usaha berada pada ranah literasi digital. Hal ini mengindikasikan
bahwa digitalisasi layanan publik, termasuk sertifikasi halal, masih membutuhkan adaptasi
yang cukup besar pada level UMKM. Temuan ini sejalan dengan Mesta et al. (2022) yang
menegaskan bahwa literasi halal dan kemampuan teknis digital merupakan faktor
determinan dalam keberhasilan sertifikasi halal, serta memperkuat Ma'rifat & Sari (2017)
yang menyatakan bahwa pemahaman prosedur dan sistem menjadi kunci dalam percepatan
sertifikasi UMKM.

Pendampingan SJPH sebagai inti transformasi sistem usaha

Tahap penyusunan SJPH merupakan komponen paling substantif dalam program ini
karena menyentuh aspek fundamental sistem produksi halal di tingkat usaha. Hasil capaian
yang menunjukkan peningkatan kelengkapan dokumen hingga 100% mengindikasikan
bahwa pelaku usaha mengalami transformasi dari sistem usaha yang tidak terdokumentasi
menjadi sistem usaha yang lebih terstruktur dan berbasis standar. Dokumen seperti
kebijakan halal, diagram alir produksi, dan daftar bahan baku tidak hanya berfungsi sebagai
persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian internal usaha.
Dengan adanya dokumentasi tersebut, pelaku usaha memiliki kemampuan untuk
menelusuri bahan, mengontrol proses produksi, serta mengidentifikasi titik kritis kehalalan
secara lebih sistematis. Dalam konteks ini, SJPH tidak hanya dipahami sebagai dokumen,
tetapi sebagai sistem manajemen internal yang memastikan keberlanjutan produksi halal.
Hal ini memperkuat Gunawan et al.(2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi
halal ditentukan oleh kemampuan implementasi sistem secara konsisten, serta Hamidatun &
Pujilestari (2022) yang menyatakan bahwa SJPH berperan dalam meningkatkan kontrol
bahan baku, proses produksi, dan mutu secara berkelanjutan.

Peningkatan kepatuhan regulasi sebagai indikator perubahan perilaku usaha

Peningkatan kepatuhan regulasi dari 32,6% menjadi 87,8% menunjukkan bahwa
program pendampingan tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga
menghasilkan perubahan perilaku usaha. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya disiplin
dalam pencatatan bahan baku, dokumentasi proses produksi, serta penerapan prinsip
ketelusuran produk. Ketelusuran (traceability) menjadi aspek penting dalam sistem halal
karena memungkinkan identifikasi asal bahan dan alur produksi secara transparan.
Peningkatan pada aspek ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai mengadopsi prinsip
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transparansi dalam operasional usaha mereka. Selain itu, peningkatan kepatuhan terhadap
SJPH menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai mengintegrasikan prinsip halal dalam sistem
manajemen usaha sehari-hari, bukan hanya sebagai persyaratan sertifikasi. Dalam konteks
yang lebih luas, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus
jaminan kualitas produk bagi konsumen, sebagaimana ditegaskan oleh Hidayati &
Primadhany (2021).

Efektivitas fasilitasi digital SIHALAL

Tahap fasilitasi pengajuan melalui SIHALAL menunjukkan bahwa pendekatan
pendampingan langsung sangat efektif dalam mengatasi hambatan teknis yang dihadapi
pelaku usaha. Digitalisasi sistem sertifikasi halal pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun pada praktiknya sering menjadi tantangan
bagi UMKM karena keterbatasan literasi digital. Keberhasilan seluruh mitra dalam
menyelesaikan proses registrasi dan unggah dokumen menunjukkan bahwa hambatan
digital dapat diatasi melalui pendekatan asistensi intensif. Pendampingan langsung
memungkinkan terjadinya koreksi real-time terhadap kesalahan input data, sekaligus
meningkatkan pemahaman prosedural peserta. Temuan ini memperkuat pendapat
Ramadhani et al. (2022); Damayanti et al. (2023); Rohmah et al. (2023) yang menyatakan
bahwa pendampingan teknis berbasis praktik lapangan mampu meningkatkan keberhasilan
pengajuan sertifikasi halal secara signifikan.

Persepsi daya saing dan nilai ekonomi sertifikasi halal

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sertifikasi halal dipersepsikan memiliki dampak
signifikan terhadap peningkatan daya saing produk. Tingginya tingkat persetujuan pada
aspek kepercayaan konsumen (96%) dan citra produk (92%) menunjukkan bahwa label halal
memiliki fungsi sebagai sinyal kualitas (quality signal) di pasar. Dalam konteks perilaku
konsumen, label halal tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan agama,
tetapi juga sebagai indikator keamanan, kebersihan, dan kualitas produk. Oleh karena itu,
sertifikasi halal memiliki nilai ekonomi yang melekat pada persepsi konsumen. Peningkatan
pada aspek perluasan pasar (88%) dan nilai jual produk (84%) menunjukkan bahwa
sertifikasi halal memiliki potensi sebagai strategi pemasaran yang mampu meningkatkan
posisi tawar produk UMKM di pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan Hasanah et al.
(2023); Putro et al. (2022); Widiati dan Azkia (2023); Qisthi & Ekawati (2025) yang
menegaskan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap penguatan branding, peningkatan
akses pasar, dan peningkatan daya saing usaha.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan sertifikasi halal
pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali berhasil mencapai
tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan
sertifikasi halal secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan signifikan pada
aspek pengetahuan peserta dari 41,4% menjadi 86,6%, peningkatan kelengkapan dokumen
Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) hingga 100%, serta peningkatan kepatuhan regulasi
dari 32,6% menjadi 87,8%. Selain itu, seluruh mitra telah berhasil mendaftar dan
mengoperasikan sistem SIHALAL serta menyelesaikan tahapan pengajuan sertifikasi halal.
Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang meliputi sosialisasi,

342



Basrin et al. (Efektivitas pendampingan sertifikasi halal dalam meningkatkan kepatuhan regulasi dan daya...)

pelatihan, penyusunan SJPH, dan fasilitasi digital efektif dalam menjembatani kesenjangan
kapasitas pelaku usaha terhadap pemenuhan regulasi halal.

Selain peningkatan aspek administratif dan teknis, kegiatan ini juga memberikan
dampak pada perubahan perilaku usaha dan peningkatan persepsi daya saing produk.
Pelaku IRTP mulai menerapkan prinsip ketelusuran bahan, pencatatan proses produksi,
serta penguatan sistem jaminan halal sebagai bagian dari tata kelola usaha. Di sisi lain,
sertifikasi halal dipersepsikan memberikan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan
kepercayaan konsumen (96%), penguatan citra produk (92%), serta perluasan akses pasar
(88%). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kewajiban
regulasi Jaminan Produk Halal, tetapi juga memperkuat daya saing, keberlanjutan usaha,
serta pengembangan ekonomi lokal berbasis IRTP di kabupaten Morowali secara lebih
berkelanjutan.
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